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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda bangsa indonesia sejak tahun 1997 berdampak pada berbagai sektor kehidupan salah satunya adalah sektor ekonomi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi sehingga jumlah keluarga miskin semakin bertambah. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2008 kenaikan BBM mengakibatkan masyarakat yang tergolong keluarga miskin semakin bertambah sehingga perlu ketelitian dalam pengelompokannya. Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap terhadap pengembangan sumber daya manusia merasa kesulitan dalam menentukan keluarga miskin yang berada di daerahnya. Hal ini juga menjadi masalah bagi Pemerintah Kabupaten 50 Kota berkaitan dengan penentuan keluarga miskin yang cara perhitungannya belum optimal sehingga sering terjadi komplain dari pihak masyarakat karena keputusan dari pemerintah yang menangani masalah penetuan keluarga miskin untuk pemberian bantuan kemiskinan sebagian besar tidak sesuai dengan realita yang ada. Hal tersebut menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten 50 Kota untuk lebih meningkatkan ketelitian dalam proses perhitungan penentuan keluarga miskin. 

Saat ini upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat masih terus dilakukan oleh Pemerintah kabupaten 50 Kota. Jenis bantuan kemiskinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 50 Kota antara lain: Usaha ekonomi dan simpan pinjam, Usaha sosial ekonomi produktif, Usaha program penanggulangan kemiskinan daerah, Usaha ke-swadaya-an masyarakat, Bantuan kemiskinan untuk keluarga miskin, Bantuan bidang kesehatan “askes“ untuk gakin, Bantuan pendidikan untuk anak sekolah, Bantuan ketrampilan bidang tenaga kera (balai latihan kerja) yang dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi, Bantuan bidang pertanian pemberdayaan peternakan dan perikanan semua jenis bantuan kemiskinan tersebut dikelola oleh KPK (komite penanggulangan kemiskinan) yang merupakan gabungan dari beberapa Dinas. Namun karena penataan sistem yang kurang relevan pada sistem yang ada maka bantuan yang sampai ditangan rakyat tidak sesuai dengan yang diharapkan serta banyaknya parameter/ indikator kemiskinan mengakibatkan kurang efektifnya program penanganan kemiskinan, sehingga yang nampak adalah pola penanganan sifat sektoral. Belajar dari kesalahan dan kesulitan dalam menetukan sasaran penerima program bantuan dimasa lalu, maka diperlukan suatu alat bantu bagi pengambil keputusan (Pimpinan) untuk menetapkan sasaran yang lebih efektif dibandingkan dengan cara-cara yang telah digunakan selama ini. Idealnya penetapan daerah sasaran didasarkan pada suatu deskripsi tingkat kemiskinan dan indikator kesejahteraan ekonomi lainnya untuk luasan wilayah kecil atau daerah administratif ditingkat yang lebih rendah.

Seiring kemajuan dunia teknologi informasi, yang meliputi perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak, ternyata membawa dampak yang multikompleks dalam berbagai segi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah munculnya model pengambilan keputusan yang dikenal dengan Sistem Pendukung Keputusan (SPK), dengan SPK para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakannya dapat dilakukan dengan cara yang tepat, efisien dan efektif. Data yang ada akan dikelola oleh sistem yang dibuat (komputerisasi), dengan pengolahan data yang terkomputerisasi diharapkan dapat menyajikan informasi yang  cepat, tepat, jelas dan terarah.

Penggunaan komputer sangat diperlukan untuk pengolahan data sehingga menghasilkan suatu informasi yang akurat, cepat dan lengkap. Pengolahan data terkomputerisasi merupakan salah satu upaya untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang sangat besar dalam pengolahan data baik dibidang industri, pendidikan, perbankan, pemerintah maupun penelitian. Untuk menggunakan teknonogi tersebut diperlukan perangkat lunak yang dapat mendukung pengoperasiannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Menentukan program aplikasi sistem pendukung keputusan mengenai penentuan keluarga miskin atau tidak miskin untuk daerah Kabupaten 50 Kota.

2. Hasil aplikasi sistem pendukung keputusan sesuai dengan metode decision table.

3. Aplikasi yang dibangun dapat mendukung pengambilan keputusan bagi Pemerintah Kabupaten 50 Kota dalam hal penentuan keluarga miskin.

1.3. Ruang Lingkup

Dalam pengambilan keputusan penetuan keluarga miskin menggunakan kriteria keluaga miskin yang telah ditentukan Badan Pusat Stastisti(BPS) di Kabupaten 50 kota.

1.4. Tujuan

Membangun aplikasi sistem pendukung keputusan dalam penentuan keluarga miskin menggunakan decision table.
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